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Lampiran 2 Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 3 Pertanyaan Wawancara 

Matriks 5.1 Pertanyaan-Pertanyaan Yang Diajukan Saat Wawancara 

 

Informan 

Penelitian  

 

Indikator 

 

Pertanyaan 

1 2 3 

1. Dinas 

Kesehatan 

dan Tim 

Home Care 

Puskesmas 

Barombong 

Kota 

Makassar 

Mendasar 1. Apa definisi atau makna “Pelayanan 

Kesehatan” khususnya tentang layanan 

“Home Care”? 

2. Boleh diceritakan secara singkat sejarah 

Kebijakan Peraturan Walikota No. 6 Tahun 

2016 Tentang Layanan Home Care?  

- Apa yang melatarbelakangi kebijakan ini 

dibentuk? 

- Apa tujuan utama kebijakan ini dibentuk?  

Komunikasi 1. Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh 

Dinas Kesehatan dengan Puskesmas dalam 

pelaksanaan program Home care? 

2. Seberapa rutin Dinas Kesehatan 

mensosialisasikan kebijakan layanan Home 

Care ini kepada masyarakat?  

- Apa hambatan dan tantangan yang 

dihadapi selama melakukan sosialisasi 

kebijakan kepada masyarakat? 

3. Strategi apa saja yang dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan dalam mensosialisasikan 

kebijakan ini kepada masyarakat? (Untuk 

pertemuan langsung (tatap muka) + Saluran 

lainnya (Spanduk, Media sosial)  

- Apakah masih aktif? 

- Apakah hal ini mudah diakses informasinya 

oleh masyarakat?  

4. Dalam melakukan sosialisasi kebijakan, 

siapa saja yang terlibat dan terjun langsung 

ke lapangan untuk menyampaikan? 

- Apakah ada tim khusus yang dibentuk?  

- Pada saat apa saja pemerintah melakukan 

sosialisasi mengenai kebijakan ini?  

- Adakah waktu/momen tertentu yang 

dikhususkan? (Seperti Hari Kesehatan dll) 
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1 2 3 

  5. Apakah masyarakat secara keseluruhan 

telah mengetahui terkait kebijakan ini dan 

apakah informasi sudah tersampaikan 

dengan baik?  

- Jika belum, apa yang mempengaruhi dan 
perlu dibenahi? 

6. Apakah sejauh ini pelaksanaan pelayanan 
kesehatan Home Care tetap konsisten 
hingga saat ini? 

Sumber 
Daya 

1. Apakah terdapat struktur keorganisasian 

untuk SDM yang menangani/bertanggung 

jawab dalam pelaksanaan kebijakan ini? 

(Minta struktur)  

- Apa saja faktor pendukung dan 
penghambat dalam hal kualitas SDM? 

2. Apakah SDM yang menangani dinilai 
berkompeten? (Jika ditinjau dari latar 
belakang keilmuan atau kompetensi 
berdasarkan pelatihan-pelatihan yang pernah 
diikuti). (Sebutkan jika ada) + Minta List: 
(Nama Lengkap Pegawai, Golongan dan 
Jabatan, Latar belakang keilmuan, serta Apa 
yang dikerja/tugas, kewenangannya, atau 
pembagian tugasnya) Termasuk tim teknis 
(dan tanyakan apakah orang-orang ini 
pegawai DPPPA). 

3. Apakah jumlah SDM yang ada ini dinilai 

ideal/cukup membantu dalam pelaksanaan 

kebijakan ataukah secara kuantitas perlu 

penambahan atau pengurangan? 

- Bagaimana jumlah tim teknis? 

4. Apakah pelayanan kesehatan merupakan 

salah satu prioritas pendanaan dalam 

APBD?  

- Berapa jumlah atau persentasenya dari 

keseluruhan APBD? (Minta rinciannya)  

- Selain dari APBD, darimana saja sumber 
pendanaan kebijakan layanan Home Care? 

5. Dari keseluruhan anggaran yang telah 

disediakan, rinciannya diperuntukkan untuk 

apa saja? (Minta daftar seperti pengadaan 

fasilitas dll)  

- Apakah terdapat 

pemotongan/pengalihgunaan anggaran?  

- Apakah berpengaruh terhadap pelaksanaan 

kebijakan? 
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1 2 3 

  6. Apa saja sarana dan prasarana yang telah 

disediakan oleh pemerintah untuk 

mendukung kebijakan layanan Home Care? 

(Minta list nama, jumlah, lokasi, dan kondisi) 

baik yang ada dikantor/lapangan. 

- Sarana dan prasarana apa saja yang masih 
dibutuhkan oleh pemerintah? (Dilihat dari 
kuantitasnya masih kurang) 

7. Apakah dilakukan pemeliharaan/perawatan 

terhadap sarana dan prasarana?  

- Seberapa sering dilakukan?  

- Adakah tim pengelola yang ditugaskan?  

- Apa saja faktor pendukung dan 
penghambat dalam hal penyediaan sarana 
dan prasarana? 

Disposisi 1. Apakah pegawai telah memiliki informasi dan 

pemahaman yang cukup terhadap kebijakan 

ini?  

- Apakah bapak/ibu sebagai pimpinan selalu 

memberikan arahan/motivasi kepada 

bawahan/tim pelaksana? 

- Seberapa sering ibu memberikan 

pengarahan? 

- Apa saja yang disampaikan saat 

pengarahan? 

2. Apakah perintah yang diberikan kepada tim 

pelaksana di lapangan dilakukan secara 

konsisten dan jelas ataukah perintah yang 

diberikan sering berubah-ubah? (Berikan 

contoh).  

- Apakah keseluruhan bawahan sudah 

berinisiatif sendiri melaksanakan tugasnya 

ataukah masih menunggu perintah bapak/ibu 

sebagai pimpinan? 

3. Ketika bawahan/tim pelaksana tidak 

mengerjakan tugasnya dengan baik di 

lapangan, langkah awal apa yang ibu 

lakukan? 

- Apakah ada pemberian sanksi khusus 

apabila bawahan/tim pelaksana bersikap 

semena-mena atau mengabaikan tugasnya?  

- Bagaimana langkah responsif dan 

antisipatif bapak/ibu ambil ketika ada 
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1 2 3 

  kendala/hambatan yang terjadi di lapangan? 

- Apakah terdapat pemberian insentif atau 
reward sebagai penghargaan terhadap 
kinerja/keberhasilan tim pelaksana 
kebijakan? 

4. Bagaimana bentuk pengawasan bapak/ibu 

sebagai pimpinan kepada bawahan terhadap 

pelaksanaan di lapangan?  

- Setelah melihat/meninjau pelaksanaan 

kebijakan di lapangan, apakah bapak/ibu 

sebagai pimpinan rutin melaksanakan 

evaluasi dan mendengarkan pendapat 

maupun masukan agar pelaksanaannya 

berjalan lebih baik? 

5. Bagaimana bapak/ibu menilai Pelaksanaan 

Kebijakan Perwali No. 6 Tahun 2016 

Tentang layanan Home Care di Kota 

Makassar sejauh ini? 

- Apa saja yang masih perlu untuk dibenahi? 

(termasuk dalam hal teknis) 

Struktur 

Birokrasi 

1. Siapa atau organisasi apa saja yang terlibat 

sebagai stakeholder dalam kebijakan ini?  

- Jika ada apa saja tugasnya?  

- Bagaimana jalur koordinasi dan kerjasama 

keseluruhan stakeholder tersebut? (Minta 

digambarkan garis koordinasinya) 

2. Bagaimana bentuk dukungan dari 

Pemerintah Pusat (Kementerian) dan 

Pemerintah Daerah (Bupati dan DPRD) 

terkait pelaksanaan kebijakan ini? 

3. Apakah terdapat Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dalam menjalankan 

kebijakan ini? Kapan dan siapa yang 

berwenang dalam pembuatan SOP ini? 

- Apa saja yang tercantum dalam SOP? 

(Minta SOPnya) 

4. Apakah seluruh staf/tim teknis di lapangan 

telah memahami isi dari SOP?  

- Apakah dalam menjalankan kebijakan ini 

selalu berpedoman pada SOP yang ada? 

- Dalam praktiknya, apakah SOP ini dinilai 

memudahkan ataukah masih berbelit-belit? 

- Selain itu, bagaimana alur pelayanan 
pengaduan/laporan bagi masyarakat?  
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1 2 3 

  5. Apakah kebijakan ini sepenuhnya 
merupakan tanggung jawab dan hanya 
dijalankan oleh Dinas Kesehatan atau dalam 
lingkup/sasaran tertentu ditugaskan kepada 
dinas lain? (Misalnya dinas sosial) 

2. Masyarakat 
Barombong 

Mendasar 1. Bagaimana bapak/ibu mengetahui ada 
program pelayanan Home Care (Kunjungan 
24 jam) di Kota Makassar? 

Komunikasi 1.  Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan 
sosialisasi langsung oleh pemerintah (Dinas 
Kesehatan, Puskesmas, Pemerintah 
setempat) mengenai program layanan Home 
Care? 

2. Apakah bapak/ibu diberikan penjelasan 
dengan baik oleh tim Home Care selama 
pelayanan? 

Sumber 
Daya 

1. Menurut bapak/ibu bagaimana kualitas para 
dokter/perawat dalam memberikan 
pelayanan Home Care? 

2. Apakah saat menerima pelayanan alat dan 
prasarana tim Home Care lengkap atau ada 
yang tidak memadai? 

Disposisi 1. Apakah bapak/ibu melakukan komitmen 
dengan tim Home Care sebelum 
mendapatkan pelayanan? 

2. Apakah layanan Home Care yang bapak/ibu 
terima ini gratis atau memungut biaya? 

Struktur 
Birokrasi 

1. Menurut bapak/ibu apakah program Home 
Care ini sangat membantu dalam pemberian 
pelayanan kesehatan? 

2. Bagaimanakah kualitas pelayanan yang 
bapak/ibu terima dari tim Home Care?  

3. Pelayanan seperti apa yang bapak/ibu 
perlukan saat menggunakan pelayanan 
Home Care ini? 

4. Apakah dalam mendapatkan pelayanan 
bapak/ibu menunggu lama? 

5. Apakah bapak/ibu mendukung adanya 
program ini? 

6. Apakah saran dan masukan bapak/ibu untuk 
program layanan Home Care? 

 

 

  



132 
 

Lampiran 4 Dokumentasi 
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